
BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR

NOMOR ~ TAHUN2021

TENTANG

BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik;

1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor15Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undng-Undang Nomor 12 Tahun
2011tentang pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor6398);
4. Undang-UndangNomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);

6. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Rapublik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR
dan

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANDAERAH TENTANG BADAN KESATUAN
BANGSADANPOLITIK.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. WakilBupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa
dan PolitikKabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasa12

BABII
PEMBENTUKAN

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan
PolitikKabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 4 (empat)Bidang, yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di

bidang kesatuan bangsa dan politikdi Daerah.

Pasa13

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
tata kerja serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politikdiatur dengan Peraturan Bupati.

BABIII
JABATANDANKEPEGAWAIAN

Pasal4

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan
pimpinan tinggipratama atau jabatan struktural eselon II.b

(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan administrator atau jabatan struktural eselon Ill.a

(3) Kepala bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politikmerupakan
jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b

(4) Kepala subbagiarr/kepala subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural

eselon IVa.
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PasalS

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politikdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

BABIV

ANGGARAN
Pasal6

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umumdiundangkan.

BABV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 7
(1) Nomenklatur jabatan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini

ditetapkan, masih tetap digunakan untuk acuan pelaksanaan tugas
sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan yang sesuai
dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini diundangkan

tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan
dilantiknya pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasa18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur

mengenai Badan Kesatuan Bangsa, Politikdan Perlindungan Masyarakat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal9
PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

KabupatenTanjung Jabung Timur.

Sabak

pada tanggal z. e.&R 2021

CBt~'t:A;fI·TANJ JABUNGTIMUR,

H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 1. OEltrY1S&R.. 2021
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
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PRIL . /
LEMBARANDAERAHKABUPATENTA~UNG JABUNGTIMURTAHUN2021
NOMORb
NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI (3- 8.l/2021)

~LAH DITELI KEBENARANNYA
Kabag Hukum D Perundang- Vndangan
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PENJELASAN

ATAS
PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

NOMOR~ TAHUN2021
TENTANG

BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

1. UMUM
Bahwa sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Umumdiundangkan.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dimaksud maka telah

ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di

BidangKesatuan Bangsa dan Politik.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan untuk memberikan

kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang saat ini melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik perlu menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan Peraturan Daerah.
II. PASALDEMIPASAL

Pasall
Cukup Jelas

Pasal2
Cukup Jelas

Pasal3
Cukup Jelas

Pasal4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
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Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal5
Cukup Jelas

Pasal6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pasa18
Cukup Jelas

Pasa19
Cukup Jelas

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR ,3


